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RINGKASAN

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak
pasti  tersebut  antara  lain  dilakukan  oleh  manusia  dengan  cara  menghindarkan  atau
melimpahkannya  kepada  pihak-pihak  lain  di  luar  dirinya  sendiri.  Usaha  dan upaya  manusia
untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya
sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui
suatu perjanjian pertanggungan.

Menindak-lanjuti  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  perlindungan   masyarakat,
maka pemerintah meningkatkan derajat masyarakat secara kuantitas serta kualitas melalui bidang
asuransi. Untuk itu perlu diiringi suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban dalam
perasuransian.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk
dalam  jenis  asuransi  sejumlah  uang.  Pasal  302  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang
(selanjutnya  disebut  KUHD) memberikan batasan  mengenai  asuransi  jiwa,  yaitu  bahwa jiwa
seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama
hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 303
KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat  mengadakan asuransi  itu  bahkan
tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu. 

Dari sisi harta kekayaan yang diwariskan kepada seseorang yang ditunjuk dalam polis
asuransi merupakan suatu permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini, oleh karena polis
asuransi (perjanjian asuransi) memiliki banyak persamaan dengan suatu wasiat sehingga nampak
adanya persilangan (hibrida) antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan
sebagai wasiat dari seseorang kepada orang lain) terhadap suatu jumlah tertentu bagian dari harta
warisan  yang  ditentukan  oleh  calon  pewaris  dengan  suatu  perjanjian  dua  pihak  yang  berisi
penyerahan suatu kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan asuransi) kepada orang
yang ditunjuk oleh calon pewaris. 

Dalam tesis ini dikaji isu hukum (legal issue) mengenai apakah kehendak terakhir yang
dituangkan dalam perjanjian antara calon pewaris  dan perusahaan asuransi dapat dikategorikan
sebagai  suatu  wasiat,  mengenai  hak  dan  kedudukan  ahli  waris  dalam  polis  asuransi  jiwa
dibandingkan dengan ahli waris  abintestate  mau pun ahli waris  testamentair  serta kedudukan
ahli waris legitimaris yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang
melanggar hak mutlak (legitimeportie).

Kata kunci :Hukum Asuransi, Perjanjian Pertanggungan, Polis Asuransi, Hukum Waris, Wasiat
Hibrida
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ABSTRACT

Efforts to address the intangible nature as a state of uncertainty, among others, performed by
humans in a way to avoid or delegate it to other parties outside of itself.
Human efforts to prevent and to transfer the risk to other parties as well as an transfer activity
process the embryo of insurance is done through an insurance agreement.

Follow-up government efforts in improving the protection of society, the government increased
the degree of society as the quantity and quality through the insurance field. For that we need the
accompaniment of an understanding of all the parties rights and obligations under insurance.

Life insurance is a form of insurance that exist in the world and are included in this type of
insurance money. Section 302 of the Trade Law (hereinafter referred KUHD) imposes limits on
life insurance, namely that the soul can be insured for purposes other interested persons, both for
during his life, and for the time specified in the agreement. Furthermore, in Article 303 KUHD
determined that the person concerned may hold the insurance even unnoticed or without the
consent of the insured person's soul.

In terms of wealth being passed on to a person designated in the insurance policy is a legal issue
that is studied in this thesis, because the insurance policy (insurance agreement) has much in
common with a will so appear to have a cross (hybrid) between a determination / designation
expert inheritance (can be classified as a testament from one person to another) to a specified
number of parts of the estate are determined by the heir to an agreement the two sides which
contain delivery of an obligation of  payment  from a third party (insurance company)  to  the
person designated by the heir.

In this thesis studied the legal issues regarding whether the last will as outlined in the agreement
between the heir and the insurance companies can be categorized as a testament, the rights and
status as heirs to a life insurance policy compared to the heirs ab intestate and heir testamentair
and the position of heir legitimaris not mentioned in the insurance policy to the insurance money
that violate the absolute right (legitime portie).

Keywords: Insurance Law, Insurance Agreement, Inheritance Law, Hybrid Wills
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil analisa dalam tesis ini menyimpulkan bahwa dalam konstruksi

Hukum  Harta  Kekayaan  yang  terdiri  dari  Hukum  Benda  dan  Hukum

Perikatan, tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Penyandingan antara Hukum

Waris  Testamentair (bagian  dari  Hukum  Benda)  dan  Hukum  Perjanjian

(bagian  dari  Hukum  Perikatan)  menghasilkan  suatu  perjanjian  yang

mempunyai unsur-unsur suatu wasiat.
1. Perjanjian  asuransi  jiwa  individual  (polis  asuransi  jiwa  individual)

merupakan hasil persilangan antara hukum benda khususnya hukum waris

testamentair dengan  hukum  perjanjian,  dengan  demikian  perjanjian

asuransi jiwa individual dapat disebut sebagai wasiat hibrida. 
Disebut  sebagai  wasiat  oleh  karena  pewarisan  adalah  salah  satu  cara

memperoleh hak milik  atas suatu kebendaan dalam hal ini  adalah uang

pertanggungan, dan unsur-unsur mutlak suatu wasiat telah terpenuhi dalam

perjanjian  asuransi  jiwa  individual  yaitu  dibuat  dalam  bentuk  formal

(tertulis),  berlakunya  setelah  terjadinya  suatu  peristiwa  meninggal

dunianya  seseorang  (dalam hal  ini  pemegang  polis  adalah  tertanggung

sendiri)  dan  dapat  ditarik  kembali  dalam  arti  dapat  dirubah-rubah

penunjukkan ahli waris / penerima manfaat atas asuransi tersebut.

Disebut hibrida oleh karena hal tersebut bukanlah konstruksi hukum suatu

wasiat  yang  murni  dan  juga  bukan  merupakan  konstruksi  hukum

perjanjian yang murni, oleh karena melibatkan pihak lain (dalam hal ini
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perusahaan asuransi) dan adanya pembatasan terhadap jenis harta (dalam

hal  ini  hanya  benda  bergerak  berupa  uang);  juga  adanya  pembatasan

penerima manfaat atas uang pertanggungan (dalam hal ini hanya kepada

orang yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi/ insurable interest

dengan Tertanggung).

2. Hak dan kedudukan ahli  waris  dalam polis  asuransi  jiwa dibandingkan

dengan ahli waris ab instetato maupun ahli waris testamentair adalah khas

dan unik, karena dari segi dasar keberadaannya ahli waris polis asuransi

jiwa ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak penanggung;

dari  segi  siapa  yang berhak menjadi  ahli  waris,  ahli  waris  dalam polis

asuransi  jiwa  terbatas  pada  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan

kepentingan (insurable interst) dengan pewaris;  dari  segi harta warisan,

ahli  waris  dalam  polis  asuransi  jiwa  hanya  berhak  atas  harta  warisan

tertentu berupa sejumlah uang tertentu; dari segi kedudukannya, ahli waris

dalam polis asuransi jiwa hanya sebagai kreditur (tidak menggantikan hak

dan  kewajiban  pewaris)  dan  hanya  mempunyai  hak  tuntut  kepada

penanggung.
3. Ahli waris legitimaris berhak menuntut hak bagian mutlak yang dilindungi

oleh  undang-undang  (legitime  portie)  atas  uang  pertanggungan  yang

melanggar  hak  bagian  mutlaknya;  karena   pada  saat  meninggalnya

pewaris, hak atas polis berubah menjadi hak dari polis, dan pada saat itu

pula kedudukan uang pertanggungan masuk kedalam budel harta warisan,

bukan semata-mata sebagai piutang yang dapat ditagih dari penanggung.
B. Saran
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1. Asuransi jiwa berada diantara hukum waris dan hukum perjanjian, maka

semua pihak setelah  terjadinya  kematian  tertanggung wajib benar-benar

memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  hukum  waris,

sehingga  penanggung  lebih  berhati-hati  dalam  mencairkan  uang

pertanggungan bukan hanya semata-mata berdasarkan perjanjian asuransi

yang dibuat antara penanggung dan pemegang polis/tertanggung.
2. Agar terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menimbulkan ketertiban

dalam  masyarakat,  maka  perlu  segera  diadakan  pengaturan  yang

mempertegas kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam polis asuransi jiwa

demikian  pula  mengenai  kedudukan  uang  pertanggungan  dalam  harta

warisan tertanggung.
3. Saran  praktis  bagi  industri  asuransi,  sebagai  bentuk  pengaman

menghindari  resiko  sengketa  di  kemudian  hari,  maka  dalam  setiap

perjanjian pertanggungan pada kolom dalam form pengajuan asuransi jiwa

yang  berisikan  penerima  manfaat/beneficiary/ahli  waris  yang  ditunjuk

dilampirkan pula dokumen-dokumen identitas dari penerima manfaat yang

menyatakan/  membuktikan  adanya  hubungan  kepentingan  (insurable

interest) dengan pihak Tertanggung.
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